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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA 
NOMOR 40 TAHUN 2025 

TENTANG 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  12  ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah         
Tahun 2025,  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 2907);  

3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023    
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6731); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk 

Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6731); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10); 

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana 
Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 53); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312);   

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang 
Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889  Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah         Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 543); 

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura 
Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Jayapura 2007-2027 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 

2016          Nomor 10); 

25. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun                    
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 
Nomor 15); 

26. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 17 Tahun 2022 tentang 
Rencana  Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; 

27. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 93 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 93); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Dokumen 

Perencanaan Tahunan yang mengaktualisasi adanya ketidaksesuaian 
terhadap arah kebijakan, program dan kegiatan pada awal perencanaan 
serta adanya perubahan kebijakan nasional dan pemanfaatan sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun sebelumnya.  
 

Pasal 2 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan 
Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah           
Tahun 2025. 

 

Pasal 3 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berfungsi sebagai 

dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai 
dengan anggaran Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya 
masyarakat. 

 

Pasal 4 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun 

dengan sistematika sebagai  berikut: 

a. Bab I:   Pendahuluan; 

b. Bab II:  Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025; 
c. Bab III: Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 
d. Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

e. Bab V:  Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025;  
f. Bab VI: Penutup. 

Pasal 5 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten  Jayapura. 

 
 Ditetapkan di Sentani  
 pada tanggal 7 Juli 2025 

  BUPATI JAYAPURA, 

   ttd. 

     YUNUS WONDA 

 
Diundangkan di Sentani 

pada tanggal  7 Juli 2025 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 

                       ttd. 

     ABDUL RAHMAN BASRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR  40            
 

salinan sesuai dengan aslinya, 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 

  

 

 

 

THIMOTIUS TAIME, SH 

                              PENATA TK.I 

NIP. 198406122010041003  

 


